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ABSTRAK 
 

Dunia informasi saat ini telah membawa kita ke dimensi yang sangat jauh sehingga 

tidak ada batas lagi baik batas jarak, batas wilayah maupun batas waktu sehingga 

kegiatan manusia dapat menjangkau seluruh dunia tanpa pernah istirahat. Fenomena 

terakhir adalah ditemukannya teknologi uang digital yang dikenal dengan 

cryptocurrency atau aset kripto yang memberikan kemudahan bagi manusia untuk 

bertransaksi dibandingkan mata uang konvensional karena tidak ada lagi pembatasan 

berupa aturan Negara, hal ini dikarenakan aset kripto beredar di dunia maya melalui 

media internet sehingga pengendali adalah pada user transaksi. Meskipun berbagai 

keunggulan diberikan aset kripto, akan tetapi ada juga kerugian yang ditimbulkan 

oleh aset kripto terutama adalah volatilitas nilai dan rentan kejahatan. Akan tetapi 

secara fakta, mau tidak mau, semua orang di dunia ini harus menerima kenyataan ini 

dan bersiap untuk menyambut kedatangan aset kripto di wilayah perekonomian dunia, 

termasuk Indonesia. Begitu pula di dunia Notaris juga harus bersiap menerima 

dampak aset kripto di wilayah kewenangannya sehingga untuk itu notaris harus 

belajar dan bersiap diri menghadapi permintaan masyarakat atas kebutuhan akta 

notaris untuk transaksi aset kripto, dalam penelitian ini yang menjadi obyek 

penelitian adalah apabila terdapat permintaan pembuatan akta notaris untuk transaksi 

jual beli aset kripto oleh masyarakat, bagaimana Notaris menyikapinya dan apakah 

perlindungan hukum kepada Notaris atas akta otentik jual beli aset kripto. 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa: (1)  Terjadi anomali 

hukum di Indonesia atas aset kripto dimana beberapa aturan perundang-undangan 

menolak sedangkan lainnya menerima; termasuk dalam hal ini adalah UUJN juga 

belum mengakui kehadiran aset kripto di Indonesia secara tegas, tetapi Notaris tetap 

dapat melakukan kewenangannya terhadap jual beli aset kripto dengan menggunakan 

dasar kepada Pasal 15ayat  (2) UUJN tentang kewenangan lainnya. Sehingga apabila 

syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUPerdata telah terpenuhi dan para pihak dapat 

menghadap Notaris secara bersama-sama maka Notaris berwenang untuk membuat 

akta yang dimaksud, dan apabila para pihak tidak dapat menghadap secara bersamaan 

maka kewenangan Notaris adalah membuat waarmerking atas transaksi itu; (2) 

Perlindungan hukum atas pelaksanaan kewenangan jabatannya, maka Notaris 

dilindungi dengan UUJN asalkan pada waktu pelaksanaan kewenangan tidak terdapat 

pelanggaran hukum yang  dilakukan serta berpedoman dengan Kode Etik saat 

melakukan kewenangannya, maka akta yang dibuat dan waarmerking yang telah 

dilakukan adalah tidak dapat dibatalkan secara hukum. Sedangkan perlindungan 

hokum bagi para pengguna atau pelaku transaksi aset kripto adalah melalui aturan 

hokum mengikat yang dibuat oleh Bappebti bagi penyelenggara aset kripto serta 

perlindungan yang bersifat preventif dan represif untuk sengketa yang terjadi pada 

saat transaksi jual beli aset kripto. 

 

Kata kunci : Aset Kripto, Jual Beli, Akta Notaris 
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ABSTRACT 
 

 Today's information world has taken us to a dimension so far away that there are no 

more boundaries of distance, territorial boundaries or time limits so that human 

activities can reach the whole world without ever resting. The last phenomenon is the 

invention of digital money technology known as cryptocurrency or crypto assets that 

make it easier for humans to transact compared to conventional currencies because 

there are no more restrictions in the form of  State rules , this is because crypto assets 

circulate in cyberspace through the internet media so that the controller is the 

transaction user. Although various advantages are given by crypto assets, there are 

also disadvantages caused by crypto assets, especially value volatility and are prone 

to crime. However, in fact, inevitably, everyone in this world must accept this fact 

and prepare to welcome the arrival of crypto assets in the world's economic regions, 

including Indonesia. Likewise, in the world, notaries must also be prepared to accept 

the impact of crypto assets in their area of authority so that for that notaries must 

learn and prepare themselves to face public requests for the need for notarial deeds 

for crypto asset transactions, in this study the object of research is if there is a 

request for making a notarial deed for buying and selling crypto assets by the public,  

how the Notary responds to it and whether the law protection to the Notary on the 

authentic deed of sale and purchase of crypto assets. Based on the results of the 

study, it was concluded that: (1) There is an law anomaly in Indonesia over crypto 

assets where some laws and regulations refuse while others accept; including in this 

case is that UUJN also has not recognized the presence of crypto assets in Indonesia  

expressly, but  Notaries can still exercise their authority over the sale and purchase 

of crypto assets using the basis of Article 15ayat (2) of the UUJN on other 

authorities. So that if the valid conditions of the agreement in Article 1320 of the 

Civil Code have been met and the parties can face the Notary together, the Notary is 

authorized to make the deed in question, and if the parties cannot face 

simultaneously, the Notary's authority is to make waarmerking for the transaction; 

(2) Legal protection for the exercise of the authority of his position, then the Notary is 

protected by UUJN as long as at the time of the exercise of authority there are no 

violations of the law committed and guided by the Code of Ethics when exercising his 

authority, then the deed made and waarmerking that has been carried out is not 

legally irrevocable. Meanwhile, legal protection for users or actors of crypto asset 

transactions is through binding legal rules made by Bappebti for crypto asset 

operators as well as preventive and repressive protection for disputes that occur 

during crypto asset buying and selling transactions. 

 

Keywords : Crypto Assets, Buying and Selling, Notarial Deeds 
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RINGKASAN 

Bab I Pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti 

mengenai fakta hukum yang melahirkan isu dan permasalahan hukum 

yang dijadikan obyek penelitian. Isu hukum yang timbul dari fakta 

hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. 

Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian ini dilakukan dengan 

manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis 

dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan mengenai metode dan 

tipe penelitian yang dilakukan peneliti untuk menganalisis guna 

menentukan hasil penelitian. 

 Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum 

dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti. 

Bab II Pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yakni tentang 

kewenangan Notaris membuat akta otentik atas jual beli aset kripto di 

Indonesia. 

Bab III Pembahasan atas rumusan masalah yang kedua yakni tentang 

perlindungan hukum kepada Notaris atas akta otentik jual beli aset 

kripto. 

Bab IV Bab penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan dari rumusan 

masalah pertama dan kedua yang dibahas dalam bab kedua dan ketiga, 

kesimpulan atas pembahasan tersebut kemudian disusun secara 
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sistematis dan obyektif sehingga memperoleh kesimpulan yang utuh, 

singkat, padat dan selanjutnya dapat direkomendasikan saran-saran 

yang tepat dan berkualitas atas pokok permasalahan dari penelitian 

yang diteliti demi kemajuan akademis dan praktis. 
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